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ABSTRAK 

POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS PROVINSI DI 

PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh: 

EKA RAHMATULLAH 

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 

dikelola secara melembaga (BAS/LAZ) sesuai dengan syariat Islam sehingga 

dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 

Dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS 

untuk melaksanakan pengelolaan zakat hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) 

UU No.23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dalam rangka 

melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dibentuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen personalia 

BAZNAS provinsi di provinsi Lampung. Manfaat yang diperoleh yaitu untuk 

menambah khasanah keilmuan dan menambah wawasan pengetahuan yang 

berkaitan dengan Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi serta sebagai 

masukan bagi para pengambil kebijakan dalam perekrutan personalia BAZNAS. 

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif, teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 

dengan Ketua tim seleksi perekrutan BAZNAS provinsi Lampung dan Seksi 

Pemberdayaan Zakat Kemenag Provinsi Lampung. Dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.  

Berdasarkan hasil penelitian, pola rekrutmen personalia BAZNAS telah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana jumlah anggota 

BAZNAS yang di SK kan oleh Gubernur telah sesuai dengan  Peraturan Badan 

Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014 pasal 2, dan untuk pelaksana harian yang 

di SK kan oleh Ketua BAZNAS provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan 

BAZNAS No.3 Tahun 2014 pasal 25 ayat (1). Namun pelantikan pengurus 

BAZNAS provinsi Lampung pada 8 mei 2015 belum mendapatkan SK oleh 

gubernur.  Setelah mengalami pembaharuan dan reorganisasi baru diterbitkannya 

SK pengurus BAZNAS oleh gubernur lampung pada 17 April 2017. Kemudian 

dalam perekrutan personalia pimpinan BAZNAS berdasarkan  Peraturan 

BAZNAS No.01 Tahun 2014 pasal 4 mengenai persyaratan sebagai pimpinan 

BAZNAS, pada poin e “berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun”, dihitung 

sejak penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung batasan umur 

personalia BAZNAS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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MOTTO 

 

 

                           

 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghianati Allah dan 

Rasul dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

 

(Al-Anfaal: 27) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu. Penunaiaan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam 

yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata 

keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan 

masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.
1
  

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh sebab itu, hukum 

zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-

syarat tertentu. Zakat merupakan bentuk ibadah, sama halnya dengan shalat, 

haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan 

kemanusiaan yang dapat berkembang umat manusia dimanapun.
2
 

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga 

bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka sesuai dengan 

firman Allah yangberbunyi : 

ا اَ اَ ذْ مِ ذْا  ا اَ ذْ اَ امِمِ ذْا اَ اَ اَ ةًا خُ اَ هِّمِ خُ خُ ذْا مِاَ ا اَ اَ هِّمِ .ا خُ ذْ مِ ذْ  

                                                           
1
 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan 

Wakaf”, (Jakarta: Fokus Media, 2012), h.19.  
2
 Tim Emir, Panduan Zakat Terlengkap, (Jakarta: Erlangga, 2106), h. 01.  



2 
 

 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka.´(At-Taubah: 103)
3
 

Berdasarkan firman Allah di atas menunjukkan bahwa menunaikan 

zakat mengandung makna wajib dan perintah melaksanakan zakat bertujuan 

untuk mensucikan harta, mensucikan jiwa dan mensucikan (menghindari) 

masyarakat dari ekacauan. Allah perintahkan menarik atau mengelola zakat 

secara paksa oleh amil zakat, dan menjadikan masyarakat tumbuh dengan 

baik dan sehat. Zakat mencegah segala pengaruh yang menghambat 

pertumbuhan perekonomian umat.  

Selanjutnya  dapat dipahami zakat menyangkut kepentingan pablik 

sehingga menjadi otoritas khalifah atau pemerintahan. Pelaksanaan 

pengelolaan zakat secara kebijakan ada ditangan pemerintah, secara teknis 

pelaksanaan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga 

khusus yaitu BAZ/LAZ.  

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 

dikelola secara melembaga (BAS/LAZ) sesuai dengan syariat Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas 

sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam 

pengelolaan zakat.
4
 

                                                           
3
 Menteri Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya”, (Semarang: PT Kumudasmoro 

Grafindo, 1994), h.297.  
4
 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan 

Wakaf”, (Jakarta: Fokus Media, 2012), h.19.  
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Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No.38 

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, 

kemudian diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat sebagai pembaharuan Undang-Undang yang dulu. 

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan 

perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pensayagunaan.
5
 

Dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk 

BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat hal ini tercantum dalam 

pasal 5 ayat (1) UU No.23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat.
6
 Lalu 

dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu 

Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dari uraian 

diatas awalnya penulis ingin melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat 

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung., dengan 

ketentuan dan syarat, penulis harus membawa surat izin dari kampus, setelah 

penulis memberikan surat izin untuk melakukan penelitian, namun hasilnya 

belum dapat dilakukannya penelitian dengan sebab BAZNAS Provinsi 

Lampung yang baru terbentuk pada bulan mei tahun 2015, data dan program 

kerja yang dilakukan BAZNAS masih sedikit dan masih dalam proses 

pengembangan.  

                                                           
5
 Ibid,.  

6
 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. pasal 5 ayat 1. 
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Dari langkah awal tersebut penelitian tentang pengelolaan zakat 

tidak dapat dilakukan, kemudian penulis mengalihkan penelitian tentang pola 

rekrutmen personalia Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 

Lampung. Personalia/ sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat 

berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan 

pelayanan pablik.
7
  

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi 

dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah 

mendapat pertimbangan BAZNAS.
8
 Di dalam peraturan perundang-undangan 

pada bagian kedua UU No.23 Tahun 2011 mengenai keanggotaan BAZNAS 

mengatakan:  

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota 

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 8 

(delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur 

pemerintah. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur 

ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. 

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari 

kementrian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. 

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua.
9
 

 

Dalam perekrutan anggota BAZNAS pada peraturan di atas telah 

jelas jumlah anggota terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota, pada BAZNAS 

                                                           
7
 Ellyta Yullyanti, “Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai”, 

(Jakarta: Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi), Voll.16, No.3/ Sept-des, 

2009), h.01 
8
 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. pasal 15 ayat 1 dan 2.  

9
 Ibid., Pasal 8. 
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 provinsi yang disahkan  dan ditandatangani oleh gubernur yang berbentuk 

Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan. Namun pada realita yang ada 

keanggotaan di BAZNAS provinsi Lampung hanya terdiri dari 5 (lima) orang 

anggota yang dipilih oleh tim seleksi dan di sahkan oleh gubernur, yang 

pertama Ketua, kedua Wakil Ketua I bagian pengumpulan, ketiga Wakil 

Ketua II bagian pendistribusian, keempat Wakil Ketua III bagian 

perencanaan, keuangan dan pelaporan, kelima Wakil Ketua IV bagian 

administrasi.
10

 

Selanjutnya untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS 

provinsi tersebut paling sedikit harus memenuhi persyaratan:  

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Beragama Islam; 

c. Bertaqwa kepada Allah swt.; 

d. Berakhlak mulia; 

e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; 

f. Sehat jasmani dan rohani; 

g. Tidak menjadi anggota partai politik; 

h. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan Tidak 

pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
11

 

 

Dalam perekrutan anggota BAZNAS pada peraturan di atas telah 

jumlah anggota terdiri  atas ketua dan 4 (empat) wakil ketua yang disahkan 

dan ditandatangani oleh gubernur yang berbentuk Surat Keputusan (SK) yang 

dikeluarkan. Namun pada perekrutan personalia tersebut terdapat anggota 

BAZNAS yang tidak memenuhi persyaratan yaitu ketidaksesuaian umur yang 

                                                           
10

 Wawancara pra survey dengan Ibu Rita Linda, Seksi Pemberdayaan Zakat Kementrian 

Agama Provinsi Lampung, 17 April 2017.  
11

 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 

Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat 

Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 4.   
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telah ditentukan pada poin “e” yakni berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. 

ketidaksesuaian tersebut dibuktikan dengan melihat curriculum vitae 

personalia BAZNAS.  

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas penulis memandang 

bahwa persoalan ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan 

fakta yang ada tentang perekrutang anggota/ personalia anggota BAZNAS 

menarik untuk diteliti, oleh sebab itu penulis hendak melakukan penelitian 

tentang Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi di Provinsi Lampung.  

B. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan untuk penelitian ini yaitu bagaimana Pola Rekrutmen 

Personalia BAZNAS Provinsi di Provinsi Lampung? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pola Rekrutmen 

Personalia BAZNAS Provinsi di Provinsi Lampung.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Dapat menambah khazanah keilmuan dan menambah 

wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Pola Rekrutmen 

Personalia BAZNAS Provinsi.  
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b. Praktis 

1. Memberikan kontribusi serta menjadi bahan masukan bagi para 

pengambil kebijakan dalam perekrutan personalia BAZNAS 

provinsi.  

2. Membantu pengembangan dalam mengembangkan atau mencari 

data khusunya tentang rekrutmen personalia BAZNAS bagi para 

pelaku penegak Hukum Ekonomi Syari’ah. 

 

D. Penelitian Relevan  

Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh 

beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian 

membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah 

diteliti atau belum.  

Hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian yaitu tentang pola 

rekrutmen personalia, seperti yang terlihat pada skripsi Agus Fadilah S. 

dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Analiss Efektifitas Peraturan 

Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZNAS 

Kota Metro)” jenis penelitian ini adalah field research bersifat deskriptif 

kualitatif, pada penelitian ini membahas tentang efektifitas Peraturan 

Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota 

Metro. Dari hasil penelitian pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Metro 

masih belum efektif dan masih belum sepenuhnya diterapkan secara 

menyeluruh, hal ini dibuktikan dengan fakumnya ketua BAZNAS Kota Metro 
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sehingga dengan kefakuman BAZNAS Kota Metro pengelolaan zakat di 

BAZNAS Kota Metro tidak berjalan.
12

 

Djupri dalam skripsinya yang berjudul “Kompetensi Amil dan 

Fungsionalisasinnya dalam kelembagaan zakat” penelitian ini bersifat 

deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan 

meneliti amil zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) kota bengkulu belum/ 

tidak mampu menghimpun dana zakat mendekati jumlah dana sesuai potensi 

yang dimiliki dan menganalisa kompetensi personalia amil zakat dalam 

kiprahnya yakni sejauhmana kemampuanya menjalankan fungsi 

organisasinya pada BAZ kota bengkulu.
13

 hasil dari penelitian ini adalah 

BAZ Kota Bengkulu para amil zakatnya pada umumnya tidak memiliki 

kompetensi akademis, disamping jumlahnya sangat minim sekali masih jauh 

dari jumlah personalia yang ideal walaupun secara minimal, disebabkan tidak 

menerapkan sistem menagemen sumber daya manusia dalam mengelola 

personalia amil zakatnya, melainkan hanya sistem penunjukan oleh wali kota 

dari berbagai dinas dan instansi Pemda Kota Bengkulu sebagai pinjaman 

sementara dan dalam relisasinnya para personalia amil zakatnya tidak mampu 

berkiprah secara fungsional menjalankan fungsi-fungsi pokok 

kelembagaannya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas, dapat diketahui 

bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang 

                                                           
12

 Agus Fadilah, “Analiss Efektifitas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Zakat (Studi di BAZNAS Kota Metro)”, Skripsi S1, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 

2015), h.55.  
13

 Djupri, ““Kompetensi Amil dan Fungsionalisasinnya dalam kelembagaan zakat”, 

skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h.21 
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berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, 

Jika penelitian terdahulu terfokus pada penyaluran dan keefektifitasan 

pengelolaan zakat sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih 

ditekankan pada pola rekrutmen personalia Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS). 

 



BAB II  

LANDASAN TEOR 

  

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga Amil Zakat (LAZ) 

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang 

dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.
14

 

Artinya BAZNAS dibentuk sebagai organisasi pengelolaan zakat untuk 

melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian 

dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
15

 

BAZNAS di sini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi 

pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaan zakat 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 

kemiskinan.
16

 

Kemudian tidak hanya BAZNAS nasional saja yang dibentuk 

tetapi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi 

dan kabupeten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS 

kabupaten/kota.
17

  BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul 

gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
18

 dan BAZNAS 

Kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas 

dan fungsi di bidang zakat pada kementrian yang menyelenggarakan 

                                                           
14

 Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2. 
15

 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. pasal 1 ayat 1. 
16

 Ibid, pasal 2. 
17

 Ibid, pasal 15 ayat 1. 
18

 PP N0.14 Tahun 2014, pasal 32. 
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urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah 

mendapat pertimbangan BAZNAS.
19

 Hal ini berprinsip pada otonomi 

daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20

  

Artinya BAZNAS provinsi tersebut bertanggung jawab kepada 

BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi, serta melaksanakan tugas dan 

fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan 

BAZNAS.
21

 Tugas dan fungsi yang wajib dilakukan BAZNAS provinsi 

adalah: 

a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat 

provinsi; 

b. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementrian agama dan 

instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 

c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak 

dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS 

dan gubernur.
22

 

 

 

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

Lembaga amil zakat selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga 

yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
23

  

Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang 

dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah 

                                                           
19

 Ibid, pasal 39.  
20

 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 poin 5.  
21

 PP No.14 Tahun 2014, pasal 33.  
22

 Ibid, Pasal 38.  
23

 Ibid, pasal 1 ayat 3. 
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dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan 

zakat sesuai dengan ketentuan agama. Asas-asas lembaga pengelolaan 

zakat. 

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang 

melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan 

hingga pencatatan keluar masuknya zakat, dan sampai pembagiannya 

kepada mustahik.
24

 

 

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan 

pekerjaan. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan 

macam zakat yang diwajibkan padanya. Kemudian mengetahui berapa 

jumlah mustahik zakat itu sendiri. “Untuk membantu BAZNAS dalam 

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 

masyarakat dapat membentuk LAZ”.
25

 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat 

yang sepenuhnya dibentuk atas prakasa masyarakat yang bergerak dalam 

bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Syarat-

syarat Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk 

mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

Pasal 18 

1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Menteri. 

2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila 

memenuhi persyaratan paling sedikit: 

a. Terdaftar sebagai organisasi kemsyarakatan Islam yang 

mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; 

b. Berbentuk lembaga berbadan hukum; 

c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 

d. Memiliki pengawas syariat; 

                                                           
24

 Muhammad Nasikhul, “Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 

2011” dalam www.blogspot.co.id diunduh pada 14 April 2017.  
25

 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 17. 

http://www.blogspot.co.id/
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e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk 

melaksanakan kegiatannya; 

f. Bersifat nirlaba; 

g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi 

kesejahteraan umat; dan 

h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
26

 

 

Mekanisme perizinan dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
27

 

Permohonan tertulis yang dimaksud tersebut diajukan oleh pimpinan 

organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan; 

a. anggaran dasar organisasi; 

b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari 

kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

dalam negeri; 

c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementrian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan 

hak asasi manusia; 

d. surat rekomendasi dari BAZNAS; 

e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pegawai syariat; 

f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara 

berkala; dan 

g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.
28

 

 

Setelah seluruh syarat permohonan izin pembentukan LAZ 

secara tertulis telah terpenuhi, kemudian diajukan oleh organisasi 

kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh menteri.
29

 

Kemudian izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi 

kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal 

yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementrian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sedangkan 

                                                           
26

 Ibid, Pasal 18. 
27

 Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 58 ayat 1. 
28

 Ibid, Pasal 58 ayat 2. 
29

 Ibid, Pasal 59 ayat 1. 
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izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan 

Islam berskala kabupaten / kota diberikan oleh kepala kantor wilayah 

kementrian agama provinsi.
30

 

Dari persyaratan-persyaratan pembentukan LAZ diatas jika 

sudah terpenuhi dengan lengkap maka dapat dibentuknya Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) di semua tigkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.  

 

B. Landasan Hukum Organisasi Pengelolaan Zakat 

Pengelolaan zakat adalah hal terpenting dalam Zakat, karena zakat 

bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan. Oleh karna itulah dibentuknya organisasi 

pengelolaan zakat guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan 

dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di sini berarti kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat untuk melaksanakan pengelolaan zakat, 

Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara dan 

merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri,
31

 kemudian dijelaskan 

kembali dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

                                                           
30

 Ibid, Pasal 59 ayat 2 dan 3. 
31

 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat 1.  
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Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa 

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat 

secara nasional”.
32

  

Kemudian tidak hanya BAZNAS nasional saja yang dibentuk tetapi 

dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan 

kabupeten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
33

 

Hal ini tertuang dalam pasal 15 UU No.23 Tahun 2011.  

Selanjutnya untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat 

membentuk LAZ.
34

 

 

C. Rekrutmen Personalia BAZNAS 

Untuk melaksanakan bembentukan BAZNAS mengcakup berbagai 

aspek salah satunya yaitu mengenai rekrutmen personalia BAZNAS artinya 

mencakup efektifitas sumber daya manusia yang selalu konsisten dengan 

tujuan BAZNAS,  adapun ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya: 

1. Syarat Personalia  

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota BAZNAS 

adalah:  

Pasal 11 

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 10 paling sedikit harus:
35

 

                                                           
32

 PP No.14 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 2. 
33

 UU No.23 Tahun 2011, pasal 15 ayat 1. 
34

 Ibid, pasal 17.  
35 Ibid, Pasal 11. 
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i. Warga negara Indonesia; 

j. Beragama Islam; 

k. Bertaqwa kepada Allah swt.; 

l. Berakhlak mulia; 

m. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; 

n. Sehat jasmani dan rohani; 

o. Tidak menjadi anggota partai politik; 

p. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan 

q. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan 

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
36

 

 

Pesyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana yang 

dimaksud di atas berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan 

pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
37

 

2. Unsur Personalia 

Pasal 2 

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota terdiri 

atas ketua dan 4 (empat) orang wakil pelaksana. 

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur 

masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh 

masyarakat Islam. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) bukan 

berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan 

struktural pemerintahan.
38

 

 

3. Proses Rekrutmen Anggota Baznas 

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi 

dibentuknya BAZNAS provinsi, BAZNAS provinsi tersebut dibentuk 

oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan 

BAZNAS.
39

 Adapun unsurnya: 

                                                           
36

 Ibid. 
37

 PP No.14 Tahun 2014, pasal 35 dan 42.  
38

 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional 

Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 2.  
39

 PP No.14 Tahun 2014, pasal 36.  
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Pasal 34 

(1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.  

(2) Pimpinan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua 

dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. 

(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur 

masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh 

masyarakat Islam. 

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi 

administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengenda4lian, pelaporan 

serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. 

(5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) berasal dari bukan 

pegawai negeri sipil. 

(6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri 

sipil yang diperbantukan.
40

 

 

Pasal 3 

(1) Pimpinan BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat 

pertimbangan dari BAZNAS. 

(2) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah 

mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
41

 

 

Pasal 5 

 

(1) Pimpinan BAZNAS provinsi dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk 

oleh gubernur. 

 

Kemudian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud di 

atas diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat 

pertimbangan dari BAZNAS. Setelah adanya pengangkatan ataupun 

pemberhentian pimpinan BAZNAS diberitahukan kepada Menteri yang 

                                                           
40

 Ibid, Pasal 34.  
41

 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014, pasal 3 ayat (1) dan (2). 
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tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementrian 

agama provinsi.
42

 

Dapat dipahami bahwa terdapat syarat tertentu untuk menjadi 

personalia BAZNAS yang termuat dalam pasal 11 UU No.23 tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat dan pasal 7 PP No.14 tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan 

Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 

Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan 

Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten/Kota . Kemudian jumlah anggota BAZNAS provinsi yaitu 5 orang 

anggota, terdiri atas ketua dan 4 (empat) wakil ketua. Setelah terkumpulnya 

para calon anggota BAZNAS khususnya pada BAZNAS provinsi diangkat 

dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari 

BAZNAS. Untuk melaksanakan tugas dan fugsi BAZNAS sesuai dengan 

kebijakan BAZNAS provinsi dan bertanggung jawab kepada BAZNAS dan 

pemerintah daerah provinsi. 

Selanjutnya selain ketua dan 4 (empat) wakil ketua yang masuk 

dalam organisasi BAZNAS provinsi terdapat beberapa bidang dan bagian 

yang masuk dalam organisasi BAZNAS tersebut. Pelaksanaan bidang dan 

bagian tersebut dilaksanakan oleh Amil BAZNAS provinsi. Prosedur 

pengangkatan Amil tersebut adalah: 

Pasal 25 

                                                           
42

 PP No.14 Tahun 2014, pasal 36.  
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(1) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) 

diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Provinsi. 

(2) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut 

melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan 

kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS provinsi.  

(3) Hak keuangan Amil BAZNAS Provinsi dibebankan pada Hak Amil.
43

 

 

D. Masa Kerja Personalia 

“Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan 

dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.
44

 Kemudian anggota 

BAZNAS ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, 

sedangkan anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden 

atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR RI. Untuk BAZNAS 

provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat 

pertimbangan dari BAZNAS. Setelah adanya pengangkatan ataupun 

pemberhentian pimpinan BAZNAS diberitahukan kepada Menteri yang 

tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementrian agama 

provinsi.
45

 

Dengan adanya pemberhentian anggota BAZNAS tentu ada sebab 

yang melatarbelakangi pemberhentian tersebut. Pemberhentian dilakukan 

apabila: 

Pasal 13 

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:  

a. Meninggal dunia; 

b. Habis masa jabatan; 

c. mengundurkan diri; 

d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus 

menerus; atau 

                                                           
43

 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014, pasal 25. 
44

 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 9.  
45

 PP No.14 Tahun 2014, Pasal 36.  
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e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 2;
46

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014, pasal 13.  



BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research).  

Penelitan lapangan  dilakukan dalam kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang 

terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada 

prinsopnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam masyarakat.
47

 

 

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini yaitu pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di 

provinsi Lampung, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dengan 

melakukan penelitian langsung di Kementrian Agama Provinsi Lampung.  

 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat  deskriptif kualitatif, yaitu penjabaran atau 

pemaparan sesuatu yang aktual tentang pola rekrutmen personalia 

BAZNAS provinsi di provinsi Lampung. 

                                                           
47

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010), h. 28. 



22 
 

 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.
48

  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.
49

 

 

Sifat penelitian ini digunakan untuk mengetahui pola rekrutmen 

personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung. 

 

B. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan.
50

 Menurut teori penelitian kualitatif, agar 

penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus 

lengkap, yaitu data primer dan data sekunder
51

, sedangkan data tersier sebagai 

pelengkap data primer dan data sekunder. 

 

 

                                                           
48

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed. rev., cet Ke-

14 (Jakarta: Rineka Cipta,2010), h. 3. 
49

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, Cet. Ke-30, (Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya, 2012), h. 6. 
50

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. , h. 172. 
51

 Ibid., h. 22. 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data dalam bentuk verbal 

atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku 

yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah 

subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang 

diteliti.
52

 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak 

Jamaludin  selaku ketua tim seleksi perekrutan anggota BAZNAS, Ibu 

Rita Linda selaku Seksi Pemberdayaan Zakat Kemenag Provinsi 

Lampung dan Ibu Tri Yuliani selaku Anggota BAZNAS Provinsi 

Lampung. Sedangkan data utamanya adalah informasi yang didapatkan 

dari responden dalam bentuk cacatan tertulis dan rekaman suara yang 

berkaitan dengan hasil wawancara dengan subyek penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, sms, dan lain-

lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang 

dapat memperkaya data primer.
53

 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 

dokumen-dokumen, buku-buku dan data lain yang berkaitan dengan pola 

rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung.  Adapun 

referensi lain yang peneliti gunakan yaitu diantaranya:  

                                                           
52

 Ibid. 
53

 Ibid. 
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a. Ellyta Yullyanti, “Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada 

Kinerja Pegawai”, Jakarta: Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu 

Administrasi dan Organisasi, Vol.16, No.3/Sept-Des 2009, h.01.  

b. Himpunan Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang 

Pengelolaan Zakat dan Wakaf”, Jakarta: Fokusmedia, 2012. 

c. Muhammad Nasikhul, “Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang 

No.23 Tahun 2011” dalam www.blogspot.co.id.  

d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan 

Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional 

Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

f. Tim Emir, “Panduan Zakat Terlengkap”, Jakarta: Erlangga, 2016.  

g. Undang-Undang No.23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat 

h. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Sedangkan untuk data yang terkait dengan penelitian antara lain 

Surat Keputusan (SK) pengurus BAZNAS, data Keanggotaan BAZNAS, 

dan brosur-brosur yang berkaitan dengan pola rekrutmen personalia 

BAZNAS. 

 

 

 

http://www.blogspot.co.id/
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3. Sumber Data Tersier 

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian tersier adalah 

suatu bentuk ketiga, penunjang atau sampingan.
54

 Sumber data tersier 

yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan primer 

dan sekunder.
55

 

Sumber data tersier dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mengambil dari website atau 

internet.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuesioner lisan,  adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(interviewer).
56

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

wawancara semi-terstuktur.  

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept 

interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
57
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Metode wawancara semi terstuktur ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang pola rekrutmen personalia BAZNAS di 

provinsi Lampung. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara 

dengan Bapak Jamaludin selaku ketua tim seleksi perekrutan anggota 

BAZNAS, Ibu Rita Linda selaku Seksi Pemberdayaan Zakat Kemenag 

Provinsi Lampung dan Ibu Tri Yuliani selaku Anggota BAZNAS 

Provinsi Lampung. 

Untuk pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan 

langsung dengan sumber datanya, bisa dilakukan dengan melalui tatap 

muka atau lewat telepon, dan jawaban responden direkam dan dirangkum 

sendiri oleh peneliti. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
58

 

Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang 

lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui 

dokumentasi dari dokumen-dokumen di Kementrian Agama Provinsi 

Lampung, buku-buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan pola 

rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung. 
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D. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan  bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari serta 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
59

 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tekhnik analisis data 

kualitatif  dengan menggunakan metode berpikir induktif.  

Cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, 

kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat 

umum.
60

 Dalam penerapannya, tekhnik ini digunakan untuk menganalisa data 

tentang pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung. 
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,., h. 248 
60

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal., h. 21. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 

Lampung  

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 

Lampung 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Lampung 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional 

Provinsi.
61

 Selanjutnya Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di 

Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat 

Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, 

dan badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan amil Zakat nasional, isi dari 

Intruksi tersebut adalah khusus kepada Menteri Dalam Negeri mendorong 

gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan 

zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik 

Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
62

  

Kemudian diterbitkannya Surat Edaran Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ Tanggal 30 Juni 2014 tentang 

Optimalisasi Pengumpulan Zakat, yaitu diminta kepada saudara/i 

                                                           
61

 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.  
62

 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi 

Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat 

Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan Usaha Milik 

Daerah Melalui Badan amil Zakat nasional. 
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Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk 

mengoptimalisasi pengumpulan dan pemanfaatan zakat pada perangkat 

daerah dan BUMD di lingkungan wilayah kerja masing-masing melalui 

Badan Amil Zakat Provinsi dan kabupaten/Kota.
63

 

Setelah adanya surat edaran tersebut, pada bulan november 2014 

calon-calon pimpinan BAZNAS provinsi dipilih oleh tim seleksi yang 

dibentuk oleh gubernur. Dengan terpilihnya nama-nama yang akan 

menjadi pengurus BAZNAS, pada 8 mei 2015 pengurus tersebut di lantik. 

Setelah pelatinkan tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

provinsi Lampung memulai kerjanya untuk mengoptimalisasi pengelolaan 

zakat yang beralamatkan di Jl. Cut Mutia No. 27 Gulak Galik Teluk 

Betung, Bandar Lampung.
64

  

 

2. Fungsi BAZNAS Provinsi Lampung 

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:  

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat;
65

 

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 

                                                           
63

 Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ 
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64
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Untuk terlaksanannya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki 

kewenangan: 

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. 

2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, 

BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. 

3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan 

dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan LAZ.  

 

3. Grand Program BAZNAS Provinsi Lampung (2015-2020) 

1. Zakat “SMART” 

a. Tujuan Kegiatan 

 Meningkatkan kualitas pendidikan 

 Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) 

 Mengurangi Angka Putus Sekolah (APK) 

b. Bentuk Kegiatan 

 Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah, biaya 

pendidikan dll) 

 Bantuan penunjang pendidikan 

 Beasiswa kaderisasi BAZNAS-Ulil Albaab 

c. Sasaran kegiatan: 

 Putra/I Keluarga fakir & miskin yang ingin melanjutkan 

pendidikan
66
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 Putra/I Keluarga fakir & miskin yang ingin meningkatkan 

prestasi akademik 

2. Zakat “COMMUNITY DEVELOPMENT” 

a. Tujuan kegiatan: 

 Meminimalisir kemiskinan 

 Meningkatkan kualitas manajemen bisnis 

 meningkatkan pengetahuan bisnis  

b. Bentuk Kegiatan: 

 Pemberian modal bergulir 

 Pemberian alat kerja produktif 

 Peningkatan Quality Management & Business Consulting 

c. Sasaran kegiatan: 

 Kelompok jama’ah Masjid atau Majelis Ta’lim 

 Usaha kecil & Mikro (UKK) 

 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

3. Zakat “EMERGENSY RESPONSE” 

a. Tujuan Kegiatan: 

 Meringankan korban musibah bencana alam 

 Meringankan korban musibah kebakaran 

 Meringankan korban musibah kerusuhan sosial 

b. Sasaran kegiatan: 

 Mustahik korban musibah bencana alam
67
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 Mustahik korban musibah kebakaran 

 Mustahik korban musibah kerusuhan sosial 

c. Bentuk kegiatan: 

 Bantuan bencana alam 

 Bantuan siaga kebakaran 

 Bantuan kerusuhan sosial 

4. Zakat “SOCIAL & HUMANITY” 

a. Tujuan kegiatan: 

 Meringankan beban mustahik dalam berobat dan menjaga 

kesehatan 

 Mengupayakan masyarakat fakir miskin tetap sehat 

 Meringankan beban biaya hidup fakir miskin 

b. Sasaran kegiatan:  

 Mustahik yang sakit 

 Mustahik yang sangat perlu biaya hidup 

 Mustahik fakir miskin dalam menghadapi datangnya bulan suci 

Ramadhan dan Hari Raya 

c. Bentuk Kegiatan  

 Memperbaiki rumah dhuafa yang hampir roboh dimakan usia 

 Menyalurkan bantuan biaya hidup untuk fakir miskin, dhuafa, 

lansia miskin, ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar)
68
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 Penyaluran bantuan dimaksudkan untuk membantu para fakir 

miskin dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari 

Raya. 

 

B. Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung 

1. Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor: 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi 

Pengumpulan Zakat yang berisi tentang diminta kepada gubernur dan 

Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mengoptimalisasi pengumpulan 

dan pemanfaatan zakat pada perangkat daerah dan BUMD di lingkungan 

wilayah kerja masing-masing melalui Badan Amil Zakat provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Selanjutnya gubernur Lampung segera membentuk tim 

seleksi untuk merekrut calon-calon pimpinan/pengurus BAZNAS provinsi 

Lampung, tim seleksi tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu: 

a. Kementrian Agama (KEMENAG) provinsi Lampung 

b. Pemerintah Daerah (PEMDA) provinsi Lapung 

c. Ulama’ 

Dari ketiga unsur tesebut yang akan memilih dan menyeleksi para calon 

pimpinan/pengurus BAZNAS provinsi Lampung.
69
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Sebelum diangkat sebagai pimpinan BAZNAS provinsi para calon 

pimpinan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. Warga negara Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Bertaqwa kepada Allah SWT 

d. Berakhlak mulia 

e. Berusia paling sedikit 40(empat puluh) tahun 

f. Sehat jasmani dan rohani 

g. Tidak menjadi anggota partai politik (diutamakan swasta) 

h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan 

i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
70

  

November 2014 dimulai perekrutan para calon-calon pimpinan 

BAZNAS oleh tim seleksi, seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang 

pertama adalah seleksi berkas, setelah lulus pada tahap pertama dan yang telah 

masuk nominasi dilanjutkan dengan tes tertulis  kemudian terakhir 

wawancara. kemudian diadakan musyawarah oleh tim seleksi dan memilih 

para calon pimpinan/pengurus BAZNAS provinsi Lampung. Hasil 

musyawarah tersebut diajukan kepada gubernur Lampung untuk disetujui 

dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung setelah 

mendapatkan pertimbangan oleh BAZNAS.
71
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Pada saat penyeleksian calon anggota BAZNAS dilakukan, tahap 

pertama adalah seleksi berkas, berkas tersebut berupa curriculum vitae calon 

anggota. Kemudian dilanjutkan dengan tes tertulis, materi dalam tes tertulis 

tersebut  adalah materi seputar keagamaan khusunya tentang zakat. Dan 

terakhir wawancara, hal-hal yang dibicarakan pada saat wawancara adalah 

mengenai zakat dan pengembangannya. Setelah para calon lulus pada ketiga 

tahap tersebut, pengumuman penerimaan anggota BAZNAS disampaikan 

langsung kepada para calon anggota BAZNAS.
72

  

Setelah perekrutan anggota BAZNAS dilakukan, adapun susunan 

organisasi BAZNAS  terdiri atas:  

a. Ketua; 

b. Wakil Ketua 

c. Bidang pengumpulan; 

d. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan; 

e. Bagian perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; 

f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan 

Satuan Audit Internal.
73

 

Selanjutnya setelah mendapatkan nama-nama yang akan menjadi 

anggota BAZNAS Provinsi, para calon anggota tersebut belum di SK kan oleh 

Gubernur.
74

 BASNAS provinsi mengalami pembaharuan dan reorganisasi 
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sampai dengan mendapat pertimbangan oleh BAZNAS baru diterbitkannya 

surat keputusan oleh Gubernur Lampung.
75

  

Jumlah personalia yang termuat dalam Surat Keputusan (SK) 

pembentukan pengurus Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) provinsi 

Lampung terdiri dari 5 (lima) orang anggota diantaranya:
76

 

I. Ketua : Ir. H. Mahfud Santoso, M. M. 

 

II. Wakil Ketua I 

Bidang 

Pengumpulan 

 

: H. Rico Dezi Arfiansyah, SE.,M.M. 

 

III. Wakil Ketua II 

Bidang 

Pendistribusian dan 

Pendayagunaaan  

 

: KH. M. Syaiful Arifin Arif Abdulloh, 

S.Pdi.,Lc 

IV. Wakil Ketua III 

Bagian Perencanaan, 

Keuangan dan 

Pelaporan 

 

: Ir. H. M. Afif Manaf, MBA. 

V.  Wakil Ketua IV 

Bagian 

Administrasi, SDM 

dan Umum 

: Hj. Tri Yuliani, S.S.,M.M. 

 

Dari ke 5 (lima) pimpinan BAZNAS di atas terdiri dari beberapa 

unsur yaitu:  

 Ketua BAZNAS berasal dari unsur pengusaha 

 Wakil Ketua I berasal dari unsur pengusaha 

 Wakil Ketua II berasal dari unsur ulama
77
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 Wakil Ketua III berasal dari unsur tokoh masyarakat 

 Wakil Ketua IV berasal dari unsur tenaga profesional 

Kemudian setelah terbentuknya susunan pengurus tersebut, pengurus 

BAZNAS dalam melaksanakan pengelolaan zakat di BAZNAS provinsi 

Lampung di bantu oleh pelaksana harian, dimana pelaksana harian tersebut 

ditunjuk dan dipilih oleh Ketua BAZNAS provinsi Lampung. Pelaksana 

harian tersebut diantaranya sebagai berikut:
78

 

Pelaksana Harian Bidang 

Pengumpulan 

 

: H. Mahathir Muhammad, SE.,M.M 

 

Pelaksana Harian Bidang 

Pendistribusian 

 

: Nur Kholis, SE.,M.S.,Ak.,Akt 

Pelaksana harian Bagian 

Perencanaan, Keuangan 

dan Pelaporan 

 

: Hj. Rita Linda, M.Ag. 

Pelaksana Harian Bagian 

Administrasi, SDM dan 

Umum 

: Sufli Rois, S.Kom 

 

Empat pelaksana harian tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) 

oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Lampung Nomor 

096/BAZNAS-PROV/V/2017. Dalam perekrutan pelaksana harian tersebut 

tidak ada syarat khusus yang mengatur atau tidak ada peraturang perundang-

undangan yang mengatur tentang syarat khusus untuk personalia,
79

 sifatnya 

fleksibel dan Ketua dan seluruh anggota BAZNAS provinsi Lampung  sendiri 
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yang menunjuk pelaksana harian tersebut dan tidak ada tim seleksi dalam 

penunjukannya. Kemudian total pengurus BAZNAS provinsi di provinsi 

Lampung adalah 9 (sembilan) anggota, 5 (lima) anggota yang berdasarkan 

Surat Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung dan 4 (empat) anggota yang 

berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua BAZNAS provinsi Lampung.
80

 

Selanjutnya masa kerja pimpinan BAZNAS provinsi Lampung 

dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan. Begitu juga untuk masa kerja pelaksana harian adalah 5 (lima) 

tahun dalam 1 (satu) periode.
81

 

 

2. Analisis Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung 

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat 

dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai pola 

rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung.  

Tujuan dari dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini 

adalah untuk mengoptimalisasi dan pemanfaatan zakat khususnya di provinsi 

Lampung, sebelum tujuan di atas tercapai maka dibentuklah BAZNAS 

tersebut. Dalam Pelaksanaan rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di 

provinsi berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 

kemudian PP No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 
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tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional 

No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan 

Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil zakat Nasional Provinsi 

dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dalam pembentukan 

BAZNAS  provinsi telah sesuai dengan peraturan-peraturan di atas. Namun 

berdasarkan hasil penelitian pelantikan pengurus BAZNAS pada 8 mei 2015 

tersebut sekedar seremonial saja, belum adanya Surat Keputusan (SK) oleh 

gubernur. BAZNAS provinsi tersebut mengalami pembaharuan dan 

reorganisasi, setelah mendapatkan pertimbangan oleh BAZNAS pengurus 

BAZNAS tersebut baru mendapatkan Surat Keputusan (SK) oleh gubernur 

Lampung pada tahun 2017 dengan Nomor: 451/0860/08/2017. Tetapi dalam 

pengelolaan zakat pada tingkat provinsi khususnya provinsi Lampung telah 

dimulai sejak setelah dilantiknya pengurus BAZNAS tersebut.   

Kemudian dalam perekrutan personalia BAZNAS tentunya harus 

memenuhi syarat yang telah ditentukan, melihat Curriculum vitae (terlampir) 

anggota BAZNAS, dihitung sejak pelantikan pada 8 mei 2015 terdapat 3 (tiga) 

anggota yang belum mencapai umur 40 (empat puluh tahun), dengan segala 

pertimbangan dan keringanan yang diberikan, ditunggu sampai ketiga 

pengurus mencapai umur 40 (empat puluh) tahun baru diterbitkannya Surat 

Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung. Setelah dikeluarkannya SK pada 

tahun 2017 menghitung batasan umur personalia BAZNAS telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yaitu umur minimal 40 (empat puluh) tahun. 

Batasan minimal usia 40 (empat puluh) tahun tersebut sangat penting dimana 
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seseorang telah mencapai kematangan, secara kejiwaan kuat, keahlian yang 

mumpuni, jaringan yang luas, dan daya tahan yang tangguh.  

Selanjutnya pengurus/pimpinan BAZNAS provinsi terdiri atas ketua 

dan 4 (empat) orang wakil ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh 

gubernur, telah sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan 

Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 

dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 2.  

 Dalam melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi Wakil 

Ketua I sampai dengan IV dibantu oleh pelaksana harian. Pelaksana harian 

yang dimaksud tersebut adalah  Amil BAZNAS provinsi. Pembentukan 

pelaksana harian tersebut berdasarkan pada peraturan BAZNAS No.3 Tahun 

2014 pasal 7 ayat (3) “Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang dan Bagian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS 

Provinsi dalam koordinasi wakil ketua”. Oleh karena itu sudah menjadi 

kewenangan bahwa pelaksana harian/Amil BAZNAS tersebut dibentuk dan di 

sahkan langsung olek Ketua BAZNAS provinsi, hal ini berdasarkan peraturan 

BAZNAS No.3 Tahun 2014 pasal 25 yaitu “Amil BAZNAS provinsi 

sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh 

Ketua BAZNAS provinsi.  
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C. Temuan Penelitian 

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 

Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 69 ayat (2) bahwa “biaya 

operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang 

dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi salah 

satunya adalah hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS 

kabupaten/kota”, namun hasil penelitian yang diperoleh hak keuangan 

tersebut belum didapatkan/belum diberikan kepada pimpinan BAZNAS 

provinsi Lampung.  

2. SK Pertimbangan hukum tidak sesuai dan tidak lengkap sehingga susah 

untuk dianalisis. 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada 

pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola rekrutmen 

personalia BAZNAS telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dimana jumlah anggota BAZNAS yang di SK kan oleh Gubernur 

telah sesuai dengan  Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014 

pasal 2, dan untuk pelaksana harian yang di SK kan oleh Ketua BAZNAS 

provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2014 

pasal 25 ayat (1). Namun pelantikan pengurus BAZNAS provinsi Lampung 

pada 8 mei 2015 belum mendapatkan SK oleh gubernur.  Setelah mengalami 

pembaharuan dan reorganisasi baru diterbitkannya SK pengurus BAZNAS 

oleh gubernur lampung pada 17 April 2017.  

Kemudian dalam perekrutan personalia pimpinan BAZNAS 

berdasarkan  Peraturan BAZNAS No.01 Tahun 2014 pasal 4 mengenai 

persyaratan sebagai pimpinan BAZNAS, pada poin e “berusia paling sedikit 

40 (empat puluh) tahun”, dihitung sejak penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh 

gubernur Lampung batasan umur personalia BAZNAS telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 
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B.  Saran  

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka masukan yang dapat beneliti 

berikan yaitu kepada tim seleksi perekrutan personalia BAZNAS agar lebih 

memperhatikan perauran perundang-undangan yang berlaku dan lebih teliti 

dalam menyeleksi personalia BAZNAS.  
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD) 

POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS 

PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG 

 

A. Wawancara (Interview) 

a. Wawancara kepada Ketua Tim Seleksi Perekrutan Aggota BAZNAS 

1. Kapan perekrutan Personalia BAZNAS itu dilaksanakan? 

2. Siapa yang menjadi tim seleksi dalam perekrutan anggota 

BAZNAS? 

3. Bagaimana proses perekrutan personalia BAZNAS? 

4. Apa syarat pokok personalia untuk menjadi anggota BAZNAS? 

5. Siapa saja unsur personalia dalam keanggotaan BAZNAS? 
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3. Siapa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembentukan 

BAZNAS? 

4. Apa Tujuan dan fungsi dibentuknya BAZNAS? 

 



60 
 

 

5. (Bagaimana mekanisme gaji karyawan BAZNAS)? 

B. Dokumentasi 

1. Surat Keputusan (SK) keanggotaan BAZNAS Provinsi Lampung 

2. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Lampung 

3. Biodata Anggota BAZNAS Provinsi Lampung 

 

 

  



61 
 

 

  



62 
 

 

  



63 
 

 

  



64 
 

 

  



65 
 

 

  



66 
 

 

  



67 
 

 

  



68 
 

 

  



69 
 

 

  



 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



Dokumentasi Pelaksana Harian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



84 
 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Eka Rahmatullah dilahikan di Mujirahayu pada 

tanggal 01 Juni 1995, putri pertama dari pasangan Bapak 

Sabar dan Ibu Saropah. Pendidikan dasar peneliti tempuh 

di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jauharotul Mualimin selesai 

pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan 

menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Jauharotul Mualimin selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah 

atas dilanjutkan di Madrasah Aliyah (MA) Jauharotul Mualimin selesai tahun 

2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada 

semester 1 TA. 2013/2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala Jurai Siwo (MAJUSI) IAIN Metro sebagai 

bendahara umum.  

 

 

 

 


